
 
 

 

Prosedur Operasi Pengelolaan Aktivitas Regulatory and Project Liaison
 

 
Pernyataan 
Prosedur Operasi Pengelolaan Aktivitas Regulatory and Project Liaison ini disusun oleh 
PT Perusahaan Gas Negara Tbk sesuai dengan proses bisnis perusahaan dan mengacu 
pada regulasi serta standar yang relevan terkait perizinan proyek, pengadaan tanah dan 
penanganan/pengelolaan masalah sosial. Pedoman ini merupakan bukti dari komitmen 
PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk memfasilitasi menjaga dan memastikan kelancaran 
serta kepatuhan proyek infrastruktur terhadap regulasi yang berlaku. 
 
Pendahuluan 
PT Perusahaan Gas Negara Tbk, yang selanjutnya disebut sebagai “PGN”, telah 
menyatakan komitmennya untuk mewujudkan proses bisnis berkelanjutan yang 
bertanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Guna melaksanakan visi 
tersebut, PGN menyusun Prosedur Operasi Pengelolaan Aktivitas Regulatory and 
Project Liaison. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam rangka pemberian layanan 
oleh Divisi Regulatory and Project Liaison (RPL). Fungsi RPL mencakup tiga layanan 
utama yaitu mengurus legalitas proyek sesuai regulasi melalui sistem Online Single 
Submission (OSS) - Risk Based Approach (RBA), menyediakan lahan proyek melalui 
pembebasan atau sewa tanah, serta menangani dampak sosial akibat proses izin dan 
pengadaan tanah. 
 
Definisi 

● BAST 
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara Pemohon dan Divisi RPL 

● Pemohon 
Satuan kerja di lingkungan Project Management Office (PMO)keproyekan 

● RBA (Risk Based Approach) 
Penetapan jenis perizinan berusaha didasarkan kepada tingkat risiko usaha 
dan/atau kegiatan 

● Sistem OSS (Online Single Submission) 
Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronikLayanan perizinan yang 
dirilis oleh pemerintah melalui dokumen elektronik terintegrasi. Dalam hal ini OSS 
berada di bawah naungan pemerintah melalui  yang dikelola oleh Kementerian 
Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Dengan kata 
lain, OSS adalah sistem submission atau perizinan terpadu melalui satu platform 
elektronik. 

 
Prosedur Pengurusan Perizinan Proyek 
Tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengurunan perizinan proyek adalah 
sebagai berikut: 



 
 

 

1. Pemohon menyampaikan Nota Dinas kepada RPL yang memuat deskripsi proyek 
dan peta tapak format SHP (Shape File).   

2. RPL dapat mengundang Pemohon untuk diskusi dan finalisasi kebutuhan 
perizinan sesuai kelengkapan yang dipersyaratkan OSS-RBA.   

3. RPL melaksanakan proses pengurusan izin dan berkoordinasi dengan satuan kerja 
terkait.   

4. Jika terjadi perubahan proyek, dilakukan pembahasan ulang bila diperlukan.   
5. RPL menyampaikan progres pengurusan izin kepada Pemohon.   
6. Setelah semua izin selesai, RPL dan Pemohon membuat BAST. 

 
Prosedur Pengadaan Tanah 
Tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengadaan tanah adalah sebagai berikut: 

1. Pemohon menyampaikan Nota Dinas kepada RPL berisi peta tapak format SHP 
dan pilihan metode prosedur pengadaan tanah (pembebasan atau sewa). 

2. RPL dapat mengundang Pemohon untuk diskusi dan finalisasi kebutuhan serta 
tahapan pengadaan sesuai regulasi. 

3. RPL melaksanakan proses pengadaan tanah dan berkoordinasi dengan satuan 
kerja terkait. 

4. RPL menyampaikan progres pengadaan tanah kepada Pemohon. 
5. Setelah pengadaan tanah selesai, RPL dan Pemohon membuat BAST. 

 
Prosedur Penanganan/Pengelolaan Permasalahan Sosial 
Tahapan yang harus dilakukan dalam proses penanganan dan pengelolaan masalah 
sosial adalah sebagai berikut: 

1. Pemohon menyampaikan Nota Dinas kepada RPL berisi informasi jenis, lokasi, 
waktu, pihak terkait, dan dokumentasi masalah sosial. 

2. RPL dapat mengundang Pemohon untuk klarifikasi dan finalisasi penanganan 
masalah sosial. 

3. RPL melaksanakan proses penanganan dan berkoordinasi dengan satuan kerja 
terkait. 

4. RPL menyampaikan progres penanganan kepada Pemohon. 
5. Setelah penanganan selesai, RPL dan Pemohon membuat BAST. 

 
Kesimpulan 
Prosedur Operasi Pengelolaan Aktivitas Regulatory and Project Liaison yang disusun 
merupakan wujud komitmen PGN dalam memperkuat aspek tata kelola dan dampak 
sosial proyek. Melalui pengurusan perizinan berbasis sistem OSS-RBA, pengadaan tanah 
yang sesuai regulasi, serta penanganan permasalahan sosial secara terstruktur, PGN 
memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur dijalankan secara legal, transparan, dan 
bertanggung jawab. Inisiatif ini mencerminkan komitmen PGN untuk membangun 
proyek yang tidak hanya efisien secara operasional, tetapi juga berkelanjutan dan 
berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. 
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